
Get Started

Dr. dr. Gregorius Yoga Panji Asmara, S.H., M.H., C.L.A., C.C.D., C.M.C.
lawyer | lecturer | legal auditor | contract drafter | mediator-conciliator | health 
management consultant | competency assessor

Disampaikan pada Halal Bi Halal dan Rapat Anggota
PABI Cabang Pekalongan
7 Mei 2024

Perlindungan Hukum bagi Dokter di Era UU 
17/2023 Kesehatan



Next Page

• Asas fiksi hukum (praesumption iuris de iure –
ignorantia jurist non excusat)

• Lex dura sed tamen scripta
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Terminologi

• lindung1/lin·dung/, berlindung/ber·lin·dung/ v 1 menempatkan
dirinya di bawah (di balik, di belakang) sesuatu supaya tidak terlihat
atau tidak kena angin, panas, dan sebagainya; 
bersembunyi: prajurit itu ~ di balik timbunan karung berisi pasir; 
perahu nelayan ~ di balik pulau; 2 bersembunyi (berada) di tempat
yang aman supaya terlindung; 3 minta pertolongan kepada Tuhan
Yang Mahakuasa supaya selamat atau terhindar dari godaan, 
bencana, dosa: melainkan Tuhan jualah tempat kita ~;

• perlindungan/per·lin·dung·an/ n 1 tempat berlindung; 2 hal
(perbuatan dan sebagainya) memperlindungi;

• pelindungan/pe·lin·dung·an/ n 1 proses, cara, perbuatan
melindungi;

“Arti kata lindung - Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Online.” Diakses 27 April 
2023. https://kbbi.web.id/lindung.Gregorius YP Asmara

https://kbbi.web.id/lindung
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Dialektika

Apa yang dibutuhkan?

Perlindungan atau pelindungan?
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Perlindungan Hukum

• “ruang” untuk berlindung bagi seluruh subjek hukum

• tarik-menarik kepentingan, “ekspektasi”

Out of 132 fifth-year medical students, 106 participated (response rate 80.3%), while 65 
out of 120 fourth-year students participated (response rate 54.2%). Of these participants, 
48 fourth-year students (73.9%) and 64 fifth-year students (60.4%) reported infrequent 
teaching in the disclosure of medical errors. Almost half of the fourth-year students 
(49.2%) considered themselves novices in error disclosure, while 53.3% of fifth-year 
students rated their ability as average. According to 37/63 (58.7%) fourth-year students 
and 51/100 (51.0%) fifth-year students, senior doctors seldom or never modelled patient-
centred care in the clinical training setting. These results resonated with the findings of 
other studies that showed lack of patient-centredness, as well as insufficient training in 
error disclosure, with resultant low confidence in this skill.

Swinfen, Dirkie, Mathys Labuschagne, dan Gina Joubert. “Disclosing Medical Errors: How Do We Prepare Our 
Students?” BMC Medical Education 23, no. 1 (28 Maret 2023): 191. https://doi.org/10.1186/s12909-
023-04125-3.Gregorius YP Asmara

https://doi.org/10.1186/s12909-023-04125-3
https://doi.org/10.1186/s12909-023-04125-3
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Outline UU 17/2023 Kesehatan
20 Bab, 458 Pasal
• Bab I – Ketentuan Umum (Pasal 1-3)
• Bab II – Hak dan Kewajiban (Pasal 4 dan 5)
• Bab III – Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

(Pasal 6-16)
• Bab IV – Penyelenggaraan Kesehatan (Pasal 17-21)
• Bab V – Upaya Kesehatan (Pasal 22-164)
• Bab VI – Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Pasal 165-196)
• Bab VII – Sumber Daya Manusia Kesehatan (Pasal 197-313)
• Bab VIII – Perbekalan Kesehatan (Pasal 314-321)
• Bab IX – Ketahanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan (Pasal 322-333)
• Bab X – Teknologi Kesehatan (Pasal 334-344)
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Outline UU 17/2023 Kesehatan
20 Bab, 458 Pasal
• Bab XI – Sistem Informasi Kesehatan (Pasal 345-351)
• Bab XII – Kejadian Luar Biasa dan Wabah (Pasal 352-400)
• Bab XIII – Pendanaan Kesehatan (Pasal 401-412)
• Bab XIV – Koordinasi dan Sinkronisasi Penguatan Sistem Kesehatan 

(Pasal 413-416)
• Bab XV – Partisipasi Masyarakat (Pasal 417)
• Bab XVI – Pembinaan dan Pengawasan (Pasal 418-423) 
• Bab XVII – Penyidikan (Pasal 424-426)
• Bab XVIII – Ketentuan Pidana (427-448)
• Bab XIX – Ketentuan Peralihan (Pasal 452)
• Bab XX – Ketentuan Penutupan (Pasal 453-458)
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Implikasi Diundangkan UU 17/2023 Kesehatan
1. UU 419/1949 Ordonansi Obat Keras
2. UU 4/1984 Wabah Penyakit Menular
3. UU 29/2004 Praktik Kedokteran
4. UU 36/2009 Kesehatan
5. UU 44/2009 Rumah Sakit
6. UU 20/2013 Pendidikan Kedokteran
7. UU 18/2014 Kesehatan Jiwa
8. UU 36/2014 Tenaga Kesehatan
9. UU 38/2014 Keperawatan
10. UU 6/2018 Kekarantinaan Kesehatan
11. UU 4/2019 Kebidanan

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Gregorius YP Asmara



Next Page

Justifikasi terhadap “Nilai” dalam Pribadi Profesi

Baik - Buruk Etika

Sopan - Tidak 
Sopan Etiket

Benar - Salah 
(Penerapan 

Disiplin Profesi)
Disiplin

Dilarang - 
Tidak Dilarang Hukum

Boleh - Tidak 
Boleh Hukum

Gregorius YP Asmara
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Norma yang Melekat 

Etik

DisiplinHukum

Etik

DisiplinHukum

Pola paternalistik - 
partnership

Pemahaman yang 
utuh terhadap 

kebutuhan 
keinginan pasien

Orientasi hasil

Etik

Disiplin

Hukum
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Hubungan Hukum Dokter-Pasien

Perikatan

Perjanjian

"Prestasi"

Undang-Undang

Gregorius YP Asmara
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Pertanggungjawaban 
Hukum

Pidana Terpenuhinya delik 
pidana

Perdata Wanprestasi/ PMH

Administratif
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Pertanggungjawaban Pidana

UU 1/2023 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Asas Legalitas

Gregorius YP Asmara
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Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan

• Alternative Dispute Resolution (Alternatif Penyelesaian Sengketa) –
nonlitigasi – negosiasi, mediasi, konsiliasi, penilaian ahli, arbitrase

• Mendorong konsiliasi, memfasilitasi penyelesaian, mendorong
penyajian narasi penjelasan daripada narasi defensif

• Konkritisasi keadilan restoratif

Gregorius YP Asmara
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Konsep Keadilan Restoratif

• “A process whereby all the parties with a stake in a particular 
offence come together to resolve collectively how to deal with 
the aftermath of the offence and its implications for the future”

• Restorative justice places emphasis on healing rather than 
punishing

• Keadilan adalah soal rasa….

Marshall, T. F. (1999). Restorative justice: An overview. A report by the Home Office Research Development and 
Statistics Directorate. London: Home Office. 

Braithwaite, J. (2002). Restorative justice and responsive regulation. New York: Oxford University Press. 
Braithwaite, J., & Strang, H. (2001). Introduction: Restorative justice and civil society. In H. Strang & J. Braithwaite 

(Eds.), Restorative justice and civil society (pp. 1–13). Cambridge: Cambridge University Press. 
Gregorius YP Asmara
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Budaya Mutu dalam Praktik Kedokteran

• Menjunjung tinggi nilai etis profesi

• Mendasarkan tindakan kedokteran pada disiplin profesi

• Patuh terhadap norma hukum

Inspanning verbitennis berimplikasi pada standar tertinggi disiplin
profesi sebagai ukuran prestasi yang diberikan

“Membingkai prestasi” dalam SPO, CP, dan sejenisnya
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Memahami Duduk Perkara (Kasus Posisi) – Analisa 
Kasus - Telaah Hukum – Legal Audit

1. Rekam Medis Pasien;
2. Persetujuan Tindakan Pasien;
3. Kronologis Tindakan Pasien;
4. Audit Medis;
5. STR dan SIP Teradu;
6. Tata Kelola Fasyankes
7. Tata Kelola Klinis;
8. Daftar Kewenangan Klinis

(white book);
9. Surat Penugasan dari

Pimpinan;
10.PPK Tata Laksana Kasus;
11.PPK Prosedur Tindakan;

12.Clinical Pathway

Gregorius YP Asmara
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Tips
• Respond time
• Kolaborasi interprofesi, “kebijaksanaan” pimpinan fasyankes
• Memahami akar masalah (identifikasi dari perspektif pasien

diutamakan)
• ”Ketidaksepahaman” didudukkan sesuai dengan kejadian yang 

senyatanya, analisa berdasarkan keilmuan kedokteran, dengan tak
melepaskan faktor non-kedokteran, terutama kedokteran
humaniora

• Keterlibatan berbagai pakar dalam berbagai keilmuan adalah urgent
(multi, inter, hingga transdisipliner)

• Analisa/ kajian ditindaklanjuti dengan langkah nyata menghadapi
sengketa (etik, disiplin, hukum)

• Pahami hukum acara masing-masing “peradilan” 
• Pahami hubungan hukum antara dokter – pasien – fasilitas

pelayanan kesehatan dan implikasinya

Gregorius YP Asmara
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Hak Anggota Ikatan Dokter Indonesia

1. Hak Anggota untuk memperoleh perlindungan dan pembelaan
a) Setiap anggota dalam melaksanakan tugas Ikatan dokter Indonesia

dan/atau dalam menjalankan pekerjaannya sebagai dokter berhak
mendapat perlindungan dan pembelaan anggota dari organisasi.

b) Perlindungan dan pembelaan anggota yang di maksud butir (a)
dapat melalui pendampingan oleh Biro Hukum, Pembinaan, dan
Pembelaan Anggota (BHP2A).

2. Hak anggota untuk mendapatkan manfaat peningkatan profesionalisme
dari upaya organisasi.
Setiap anggota berhak mendapatkan upaya peningkatan kualitas SDM
melalui kegiatan P2KB, memperoleh manfaat ekonomi dari berbagai
kerjasama yang legal dan mendapatkan penghargaan yang layak atas
prestasinya.

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia 2022-2025. Tata Laksana Organisasi
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Pasal 694 RPP Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan
“PartisipasiSehat.” Diakses 8 Maret 2024. 
https://partisipasisehat.kemkes.go.id/naskah/detail?param=ruu.

Perlindungan Hukum

Dalam Rangka 
Mencegah Named atau 

Nakes Melakukan 
Pelanggaran

Dalam Rangka 
Menangani Pelanggaran 
yang Dilakukan Named 

atau Nakes

https://partisipasisehat.kemkes.go.id/naskah/detail?param=ruu
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Pasal 694 RPP Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan
“PartisipasiSehat.” Diakses 8 Maret 2024. 
https://partisipasisehat.kemkes.go.id/naskah/detail?param=ruu.
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RPP Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan
“PartisipasiSehat.” Diakses 8 Maret 2024. 
https://partisipasisehat.kemkes.go.id/naskah/detail?param=ruu.
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RPP Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan
“PartisipasiSehat.” Diakses 8 Maret 2024. 
https://partisipasisehat.kemkes.go.id/naskah/detail?param=ruu.
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Pasal 726 ayat (3) RPP Peraturan Pelaksanaan UU Kesehatan
“PartisipasiSehat.” Diakses 8 Maret 2024. 
https://partisipasisehat.kemkes.go.id/naskah/detail?param=ruu.

Penyelenggaraan Fungsi Konsil

https://partisipasisehat.kemkes.go.id/naskah/detail?param=ruu
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Catatan Kritis
• Asas fiksi hukum “memaksa” kita untuk sungguh “menghidupi

 pengaturan hukum yang ada
• ”Ketidaksepahaman” yang terjadi membutuhkan respond time 

yang cepat, ditindaklanjuti dengan landasan telaah yang holistik 
dan komprehensif

• “Hukum Acara” yang dipahami secara utuh menjadi titik kritis 
dalam memperjuangkan keadilan untuk diri kita

• Jangan ragu “bermitra”, diskusi lanjutan dengan rekan 
terpercaya demi membumikan keadilan yang menjadi hak 
konstitusional kita
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Terima Kasih!

linktr.ee/gegoasmara


